BAB IV
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan uraian diatas, maka penarikan kesimpulannya adalah sebagai berikut :

1. Penetapan uang jaminan pada lelang non eksekusi oleh balai lelang di Kota Pekanbaru
yaitu banyak terjadi permasalahan dalam hal lelang non eksekusi sukarela yang dalam
hal ini adalah balai lelang swasta, hal yang sering terjadi pada balai lelang mengenai
uang jaminan untuk pembelian 1 (satu) LOT yaitu Rp. 5.000. 000,-(lima juta rupiah)
adapun unlimited LOT yaitu Rp. 20. 000. 000,- (dua puluh juta rupiah), hal ini sangat
merugikan peserta lelang dan dapat dibatalkan jika ada yang merasa dirugikan atau
keberatan karena jelas didalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Pasal 1320
KUHPer mengenai sebab yang halal, perjanjian harus dibuat berdasarkan tujuan yang
tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku. Perjanjian yang dibuat berdasarkan
sebab yang tidak benar atau dilarang membuat perjanjian tersebut menjadi tidak sah. Dan
sejalan dengan Pasal 1868 dan Pasal 1870KUHPer yaitu perjanjian dibuat harus sesuai
dengan ketentuan yang berlaku sedangkan pelunasan pembayaran Harga Lelang dan Bea
Lelang paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah pelaksanaan lelang sesuai dengan
ketentuan Pasal 79 Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor
27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Sedangkan Kanwil DJKN Riau,
Sumatera Barat dan Kepulauan Riau tidak melakukan tugasnya sebagaimana mestinya
seharusnya Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau harus melakukan
pengawasan yang dilakukan enam bulan sekali sesuai dengan PMK untuk masing-
masing balai lelang.

2. Kewenangan balai lelang di Kota Pekanbaru dalam penerapan uang jaminan pada lelang

non eksekusi yaitu balai lelang berhak menentukan berapa besarnya uang jaminan yang



merupakan kebijakan perusahaan balai lelang agar peserta balai lelang lebih
memahaminya. Setiap bulan balai lelang menyerahkan laporan hasil lelang ke Kanwil
DJKN, jika tidak sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan maka Kanwil DJKN bisa
melayangkan surat teguran dan apabila uang jaminan tersebut tidak sesuai dengan PMK
maka balai lelang dapat dikenakan peringatan pertama, kedua, ketiga bahkan sanksi
terberatnya adalah pencabutan izin. Dan ketika ada permasalahan yang terjadi mengenai
lelang akan diselesaikan melalui-cara mediasi terlebih dahulu jika tidak ada titik temu
maka akan di selesaikan dengan cara alternatif penyelesaian sengketa (arbitrase) dan
peradilan umum. Sedangkan balai lelang yang menetapkan uang jaminan adalah sebagai

penjual.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai

berikut :

1.

Untuk Kanwil DJKN Riau, Sumatera Barat dan Kepulauan Riau, seharusnya pengawasan
harus dilakukan enam bulan sekali sesuai dengan PMK untuk masing-masing balai
lelang. Sedangkan Pejabat Lelang Il harus aktif dalam melakukan pengawasan kepada
balai lelang baik itu berupa saran dan masukan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Untuk balai lelang swasta, sebagai penyelenggara lelang dapat meningkatkan
profesionalisme dalam perilaku maupun operasionalnya. Dengan demikian diharapkan
Balai Lelang Swasta mampu menciptakan citra positif dan professional serta
membuktikan kepada masyarakat, bahwa penjualan barang dengan cara lelang
merupakan salah satu alternatif terbaik dalam mendapatkan harga yang optimal.
Berkaitan dengan pelelangan, agar harga lelang yang terbentuk mencapai harga yang

maksimal, maka diperlukan banyaknya peserta lelang. Banyaknya peserta lelang juga



ditentukan oleh faktor pemasaran dan pengumuman terhadap obyek lelang yang

dilakukan secara baik dan benar.



